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Abstract 

Human rights are rights that must be obtained by every human being, regardless of social 
status. The Qur'an contains the concepts of human rights. This article describes the rights 
of individuals in accordance with the concept of human rights in Islam, referring to the 
verses of the Qur'an and the concept of maqasid shari'ah which are five: hifz al-din, hifz 
al-mal, hifz al-nafs, hifz al-aql, and hifz al-nasl. The approach used in this research is tafsir 
maudhu'i, by collecting and interpreting related verses, as well as including asbab an-
nuzul verses and their munasabah. The results show that Islam recognizes human rights 
as inherent in every human being, not as a gift from society, but as part of human nature. 
The concept of human rights in Islam is based on the theocentric principle, where all rights 
are bound to the will of God. Although there is debate about the implementation of human 
rights in the context of Islamic law, Islam emphasizes the importance of respecting and 
valuing fellow human beings by safeguarding five human rights: freedom, life, equality, 
protection of property, and justice. In conclusion, Islam teaches the protection and respect 
for human rights to maintain human welfare, although there are differences with the 
modern concept of human rights. This research highlights the importance of maintaining 
human rights principles in the context of a just and dignified social life. 
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Pendahuluan 

Islam merupakan agama yang sudah mengatur setiap aspek dalam 
kehidupan, tidak hanya mengatur hal-hal yang berhubungan ibadah saja, namun 
juga mengatur aspek-aspek sosial yang terjadi antara sesama makhluk. Islam 
dalam mengatur aspek sosial begitu tegas, dalam Islam tidak ada pembeda 
antara seseorang dengan yang lainnya, semuanya sama, hanya ketaqwaan yang 
membedakan mereka, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 
13[1]. Islam begitu menghormati setiap perbedaan yang ada, baik itu perbedaan 
keyakinan, budaya, serta perbedaan ras, juga tidak ada yang membedakan hanya 
karena orang tersebut kaya, atau miskin, semua sama dalam kacamata Islam[2].  
Dan dengan segala perbedaan itu, tidak menjadikan mereka kehilangan hak-hak 
dan kewajibannya. 

Semua manusia dalam Islam berhak untuk mendapatkan keadilan dan 
kemanan, dan tidak ada satupun yang boleh mengambil hak ini dari mereka. 
Ajaran Islam ini selaras dengan ikrar yang ditetapkan oleh perserikatan bangsa-
bangsa (PBB) pada 10 November 1948, yaitu ikrar universal hak asasi manusia, 
Yang menegaskan segala hak-hak yang harus diperoleh tiap individu[3, p. 111]. 
Ikrar yang dilakukan ini bertujuan untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) 
agar seseorang bisa hidup dengan keadilan, dan kebebasan yang layak tanpa 
diskriminasi atau penindasan[4]. Prinsip-prinsip HAM ini dibentuk atas respon 
terhadap kejadian yang terjadi antara manusia yang diperlakukan oleh raja-raja 
atau kelompok feodal pada abad 17 dan 18. Saat itu manusia terdiri dari dua 
lapisan besar, yaitu lapisan atas untuk mereka yang mendapatkan hak-haknya, 
dan lapisan bawah untuk mereka kaum mayoritas yang memiliki kewajiban-
kewajibannya[5, p. 373]. 

Namun dengan segala keselarasan Islam dan HAM dalam memandang 
harkat martabat manusia, tetap ada perbedaan antara HAM yang dikukuhkan 
PBB dengan aturan Islam. sehingga ini menciptkan gejolak pada negara-negara 
Islam atau dalam masyarakat, bahkan berpotensi menjadi penolakan. Salah satu 
aturan yang menjadi gejolak masyarakat Islam, yaitu berkaitan dengan 
kebebasan beragama, yang dalam pengertiannya adalah tiap individu bebas 
untuk menentukan agamanya, termasuk pilihan untuk pindah dari agama Islam 
atau murtad[6]. Sedangkan dalam Islam, siapapun yang murtad maka ia telah 
menyalahi aturan Allah dan orang tersebut harus dihukum mati[5]. 

Beberapa golongan dan negara menolak sebagian prinsip HAM, 
dikarenakan tidak selaras dengan syari’at Islam. seperti halnya Arab Saudi yang 
sampai saat ini menolak dua prinsip HAM, prinsip pertama mengenai hak dalam 
memilih agama, sehingga tiap orang bebas keluar masuk suatu agama, dan 
prinsip kedua mengenai perkawinan beda agama yang dilegalkan[3]. 
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Kemungkinan besar HAM yang direlevansikan oleh PBB berasal dari luar ajaran 
Islam, sehingga teradapat aturan-aturan HAM yang tidak sesuai dengan ajaran 
Islam, dan memicu penolakan dari kaum Muslim[7]. Hanya saja penolakan ini 
tidak terjadi pada semua kalangan umat Islam, karena terdapat perbedaan 
pemahaman dan cara pandang terkait relevansi HAM, sehingga terdapat respon-
respon yang berbeda antar umat Islam sendiri mengenai HAM yang telah 
dikukuhkan oleh PBB[3]. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi 
secara mendalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam. 
Pada metode kualitatif ini penulis menggunakan jenis studi literatur yaitu 
dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, baik primer maupun 
sekunder, untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang konsep HAM 
dalam Islam. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis 
yang mengandung ajaran dan pandangan tentang HAM, sementara sumber 
sekunder mencakup kitab-kitab tafsir, buku-buku akademik, artikel jurnal, dan 
literatur lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian[8]. Penelitian ini 
juga menggunakan metode tafsir maudhu’i (tafsir tematik) sebagai pendekatan 
untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan HAM. Metode ini 
melibatkan pengumpulan, pengelompokan, dan analisis ayat-ayat yang 
memiliki tema serupa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif 
tentang topik yang diteliti.  

Hasil dan Pembahasan 

Sejarah Singkat HAM di Barat 

Pada dasarnya, HAM telah ada sejak abad ke-6 SM, saat pemerintahan 
Solon Yunani. Pada masa itu, undang-undang dibuat untuk penduduk Athena. 
Isi dari undang-undang tersebut salah satunya adalah larangan perbudakan. 
Aristoteles dan Plato kemudian berhasil memasang undang-undang tersebut 
untuk orang-orang Athena pada abad ketiga SM[9]. Penghormatan kepada 
warga negara, kesataraan umum, dan kebebasan berbicara adalah inti dari 
undang-undang[10]. Menurut Cicero, seorang ahli hukum Romawi pada abad 
kedua SM, setiap orang dilahrikan ke negara yang merdeka dengan status yang 
sama di hadapan hukum alam[11]. 

Sejarawan Barat telah mencatat bahwasannya terdapat tiga negera 
sebagai tonggak penegak dasar HAM, yaitu Negara Inggris, Negara Amerika 
Serikat, dan Negara Perancis. Negara Inggris menjadi negara pertama yang 
memperjuangkan penegakan HAM, yang mana pada saat itu Inggris tengah 
berada pada pimpinan raja John[12]. Pada saat itu raja Jhon memerintah dengan 
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tindakan yang sewenang-wenang, salah satu contohnya adalah pengenaan pajak 
yang besar kepada para bangsawan dan dipaksanya para bangsawan itu untuk 
memperkenankan anak-anaknya menikah dengan masyarakat biasa[13]. 
Adapun reaksi dari para bangsawan terhadap tindakan raja Jhon tersebut 
dengan lahirnya Maghna Charta atau perjanjian agung. Maghna Charta lahir pada 
tanggal 15 Juni  1215. Salah satu isi utama Magna Charta adalah bahwa seorang 
raja tidak boleh melanggar hak kebebasan yang diberikan kepada setiap orang4. 

Kemudian, pada 16 Desember 1689, lahirlah Bill of Right di Inggris. 
Piagam tersebut berasal dari perjuangan para parlemen melawan pemerintahan 
sewenang-wenang para raja Wangsa Stuart pada abad ke-17[14]. Adapun isi dari 
Bill of Right tersebut adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan 
mempunyai parlemen, berhaknya parlemen untuk mengubah keputusan raja 
dan kebebasan beragama[15].  Kemudian muncul adigium, atau pernyataan dasar 
bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum[16]. Dari 
pernyataan ini muncul demokrasi dan negara hukum[17, p. 57]. 

Kemudian pada tahun 1776 munculah Deklarasi kemerdekaan Amerika 
yang dipelopori oleh Thomas Jefferson. Deklarasi tersebut diilhami oleh 
pemikiran John Locke yaitu seorang filsuf Inggris yang menggagas tentang hak 
kodrati atau hak alamiah. Hak kodrati berisi tentang kebebasan, hak untuk 
hidup, dan hak milik. 13 negara bagian telah mengumumkan secara bersama 
mengenai deklarasi ini, yang menyatakan bahwa semua orang diciptakan 
dengan cara yang sama dan bahwa Tuhan memberi semua orang hak yang tetap. 
Deklarasi tersebut berfungsi sebagai dasar konstitusi Amerika Serikat, 
menjadikannya negara pertama yang mencantumkan hak asasi manusia dalam 
konstitusinya[18, p. 68]. 

Deklarasi Prancis 1789 menandai kemajuan HAM berikutnya. Deklarasi 
Perancis adalah deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis, yang 
inti dari deklarasi adalah hak-hak asasi yang diperinci yang membentuk dasar 
hukum atau Rule of Law. Sebagai contoh, dilarang menangani seseorang tanpa 
alasan yang sah, dilarang menangkap dengan cara yang tidak pantas, dan 
dilarang menahan seseorang tanpa surat perintah[19]. 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 
1948 telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari deklarasi 
tersebut telah mengakui hak asasi manusia secara global. Deklarasi tersebut 
menyatakan prinsip-prinsip utama HAM yang menekan pada perlindungan dan 
penghormatan atas martabat setiap manusia. Salah satu aspek penting dari hak 
tersebut ialah kebebasan dalam beragama[19]. 

 
4[56, p. 35]  
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Pandangan Islam Terhadap HAM 

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang harus diterima atau 
diberikan kepada manusia, tanpa memandang status dan strata sosial mereka, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Frans Magnis Suseno, bahwa HAM 
merupakan hak-hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia karena ia 
manusia yang bermartabat, dan bukan pemberian dari masyarakat, melainkan  
manusia mendapatkan HAM adalah dikarenakan ia adalah seorang manusia[20, 
p. 172].   Artinya HAM itu adalah sesuatu yang harus diberikan kepada manusia 
dari sejak mereka lahir hingga mereka wafat, karena sejatinya HAM itu telah 
melekat dalam diri manusia tanpa ada yang bisa mencabutnya[21, p. 1312]. 

HAM ini bukanlah benda asing atau aturan baru dalam Islam, karena 
Islam telah lebih dahulu membahas HAM bahkan 600 tahun sebelum Magna 
Charta diaplikasikan. Ini membuktikan bahwa Islam  lebih maju dari pada Barat 
dalam konsep aturan hak-hak dibidang sosial, budaya, dan ekonomi[22]. hal ini  
dikuatkan oleh argumen Weeramantry terkait pemikiran Islam yang lebih maju 
dibandingkan Barat[23]. Konsep-konsep pemikiran serta landasan HAM dalam 
Islam bisa ditemui dan ditelaah dalam Al-Quran serta hadis yang menjadi 
rujukan utama umat Muslim dunia[20]. Konsep HAM dalam pandangan Islam 
tidak berlandasan pada ideologi Induvidualistik, atau Kolektifitas, melainkan 
Islam berada pada landasan toleransi yang menjunjung tinggi manusia sebagai 
mahkluk dengan derajat tertinggi di muka bumi[24]. 

Islam memiliki prinsip HAM yang berbeda dengan kalangan dunia Barat, 
jika dunia Barat memiliki prinsip Antroposentris yang artinya manusia menjadi 
landasan atau tolak ukur HAM, maka Islam memiiki prinsip Teosentris yang 
artinya bahwa segala sesuatu itu terikat dengan kehendak Tuhan[25]. Artinya 
Islam mengedepankan ketetapan Tuhan sebagai acuan prinsip HAM. Sebagai 
contoh, dalam prinsip HAM dunia Barat, LGBT (Lesbian, Gay, biseksual, 
Transgender) adalah suatu hal yang diperbolehkan selama dua orang saling suka 
tanpa adanya keterpaksaan. Namun dalam Islam karena LGBT adalah suatu hal 
yang tidak diperbolehkan, maka baik dua orang yang saling suka atau tidak, itu 
tetap menjadi suatu perilaku yang tidak boleh dilakukan[21]. 

Dalam kacamata Islam sendiri, HAM dengan jelas dan lugas telah 
dijelaskan pada Piagam Madinah, yaitu dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh 
Rasulullah dengan sebagian kelompok pada kala itu. yang secara garis besar 
berbicara mengenai HAM dibidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan 
agama[24]. HAM dalam kacamata Islam juga telah dikukuhkan dalam kancah 
internasional di Kairo pada tahun 1990. Naskah tentang HAM yang 
dideklarasikan di Kairo menghabiskan 13 tahun dalam penyusunannya yang 
dihadiri oleh negara negara yang juga mengikuti Konferensi Islam sedunia. 
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Secara general HAM yang dideklarasikan di Kairo pada saat itu mencakup 
dalam bidang ekonomi, gender, equal, hak pendidikan, dan hak medis[24]. 

Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena dalam islam 
semua manusia itu sama, hanya ketaqwaanlah yang menjadikan pembeda 
diantara mereka sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 13: 

نثَََٰ وجََعَلۡنََٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَباَئٓلَِ لَِِعَارَفُوآ ْۚ إنَِّ 
ُ
نِ ذكََرٖ وَأ هَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلقَۡنََٰكُم م  يُّ

َ
َٰٓأ ِ يَ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ

َ
أ

َ عَليِمٌ خَبيِر  َٰكُمْۡۚ إنَِّ ٱللََّّ تۡقَى
َ
 أ

Terjemahan Kemenag 2019 

13.   Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Teliti.  

Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada salah satu mantan 
budak yang hitam, yaitu Bilal. Walaupun Bilal adalah seorang mantan budak, 
namun Bilal mendapat suatu posisi mulia yaitu menjadi Mu’azzinnya 
Rasulullah[11], ini adalah salah satu posisi yang sangat mulia. Itulah mengapa 
HAM bersifat universal, yang artinya HAM itu melekat dalam diri semua 
manusia tanpa memandang ras, ekonomi, serta status sosial seseorang, dan tidak 
ada seorangpun yang bisa mengambilnya. 

Pertentangan Antara Syari’ah dan HAM 

Islam sangat menjunjung tinggi HAM, karena baik aturan Islam maupun 
aturan HAM, sama-sama bertujuan menjaga nilai-nilai perdamaian, serta 
kemartabatan manusia. Islam dalam pedomannya, yaitu Al-Qur’an dan 
hadis[26], telah banyak membahas dan merincikan aturan-aturan yang berkaitan 
dengan HAM. Prof. Dr. Martino Sardi, profesor di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, mengatakan dalam program kuliah "The Challenges Of Islamic Public 
Acceptance For The Human Right In Islam" bahwa Islam sangat mendukung hak 
asasi manusia, dan aturan Islam tidak bermaksud melanggar kebijakan HAM, 
melainkan menjadikannya sebagai acuan untuk menerapkan hak asasi manusia 

secara efektif[11]. 

Imam Asy-Syathibi  terkait prinsip HAM dalam Islam, mengelompokkan 
menjadi lima bagian, atau yang disebut dengan al-Huquq al-insaniyah fi islam 
(Hak-hak asasi manusia dalam Islam) dan kelima hal ini harus dijaga pada setiap 
individu, yaitu: 
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1. Hifz al-Din (Menjaga agama) ini meliputi toleransi Islam atas kebebasan 
berkeyakinan, serta dalam bidang muamalah. 

2. Hifz al-Nafs (Mejaga jiwa) dalam artian memberikan kebebasan untuk 
hidup, dan tidak boleh membunuh tanpa alasan syar’iyah. 

3. Hifz al-‘Aql (Menjaga akal) larangan terhadap hal-hal yang bisa 
menghilangkan akal seperti mabuk-mabukan dan lainnya. 

4. Hifz al-Mal (Menjaga harta) larangan terhadap perampasan harta secara 
paksa seperti mencuri, karena tiap orang memiliki hak atas harta yang ia 
miliki. 

5. Hifz an-Nasl (Menjaga keturunan) dengan cara menyegerakan menikah 

bagi yang telah mampu, dan tidak melakukan perbuatan seperti zina[20]. 

Namun realitas pelaksanaan HAM ini berbeda, karena HAM telah 
diracuni oleh pemikiran dari Barat yang cenderung sekuler. Sehinga dalam 
menghadapi kenyataan ini, umat Muslim terpecah menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Kubu petama menolak secara keseluruhan aturan HAM ini, karena bagi 

kubu ini, agama adalah sesuatu yang sakral, independen serta 

ketetapannya itu mutlak[27]. 

2. Pendapat kedua ini menerima secara keseluruhan, karena bagi mereka, 

HAM PBB adalah bagian dari hasil pengembangan yang mendalam 

terkait aturan HAM, sehingga layak untuk diterima[28]. 

3. Menerima sebagian, dan menolak sebagian. karena disatu sisi mereka 

ingin kukuh terhadap agama, dan disisi lainnya mereka ingin 

menghormati aturan-aturan negara[29].  

Secara tujuan sebenarnya tidak ada yang bertentangan antara HAM dan 
syari’ah, namun dalam penerapan HAM ada aspek aspek yang sedikit berbeda 
seperti penghapusan hukuman mati dan lainnya. Sedangkan dalam syari’ah 
begitu tegas menyikapi hukum qishas atau hukuman mati. 

Penafsiran Ayat Al-Qur’an Tentang HAM 

Dalam bahasa arab HAM disebut dengan Haqq Al-Insani Al-Asasi atau 
Haqq Al-Insani Ad-Daruri, terdiri dari tiga kata: Haqq berarti kepemilikan, 
kewenangan, hak untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu. Kemudian Al-
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Insan berarti manusia, makhluk berakal budi. Terakhir, Al-Asasi berarti pokok 
atau dasar5.  

Kata Haqq dan derivasinya telah ditemukan sebanyak 287 kali dalam Al-
Qur'an. Sulit untuk membuat kesimpulan bahwa istilah al-Haqq dalam Al-
Qur'an mengacu pada hak asasi. Ini disebabkan fakta bahwa istilah al-haqq atau 
al-huquq sebagian besar digunakan dalam Al-Qur'an untuk mengacu pada 
kebenaran petunjuk Allah, seperti yang terlihat dalam QS. Yunus ayat 35, atau 
untuk mengacu pada harta, seperti yang terlihat dalam QS. Al-Zariyat ayat 19. 
Namun, dalam arti yang disebutkan sebelumnya, istilah ini tidak digunakan 
untuk mengacu pada hak asasi manusia6.  

Adapun Abd Mu’in Salim seorang pakar tafsir yang menyoroti tentang 
HAM, memiliki teori sebagai rumus dalam mengedintifikasi ayat tentang HAM. 
Ia menggunakan partikel lam li al-tamlik atau huruf lam yang menunjukkan 
kepemilikan sebagai indikator. Cara tersebut menunjukkan konsep Haq 
(kepemilikan), namun dalam konteks yang mengarah pada hak-hak asasi, seperti 
pada QS. Al-a’raf ayat 24[30]. 

Berikut ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan konsep HAM 
dalam Islam. 

Hifz al-Din (Menjaga Agama) 

Setiap orang memiliki hak kebebasan dalam berkeyakinan, sebagaimana 
dalam QS. Al-Baqarah ayat 256:  

ِ فَقَدِ  غُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بٱِللََّّ َٰ ْۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بٱِلطَّ ِ غَ 
َ ٱلرُّشۡدُ منَِ ٱلۡ يِنِِۖ قدَ تَّبَيََّّ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ   لََٓ إكِۡرَاهَ فِِ ٱل 

 ْۚ ِ غَ 
َ ٱلرُّشۡدُ منَِ ٱلۡ يِنِِۖ قدَ تَّبَيََّّ ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  لََٓ إكِۡرَاهَ فِِ ٱل   فَمَن يكَۡفُرۡ  ٱلوُۡثۡقَََٰ لََ ٱنفصَِامَ لهََاۗ وَٱللََّّ

ِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَََٰ لََ ٱن غُوتِ وَيُؤۡمنِۢ بٱِللََّّ َٰ ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ بٱِلطَّ  فصَِامَ لهََاۗ وَٱللََّّ
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256.  Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan 
yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada 
Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

 
5 [11] 47. 
6[30]  
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Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan asbabun nuzul dari 
ayat tersebut yaitu berkaitan dengan laki-laki dari bani Salim yang merupakan 
golongan Anshar bernama Al-Husain. Al-Husain adalah Muslim dan memiliki 
dua orang putra yang beragama Nasrani. Kemudian Al-Husain tersebut pergi 
menemui Rasulullah dan bertanya,” Apakah boleh saya untuk memaksa dua 
putra saya untuk memeluk agama Islam? Karena mereka memeluk agama 
Nasrani, kemudian turunlah ayat (Lā ikrāha fid-dīn). Kisah tersebut bersumber 

dari Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra[31, p. 824]. 

Dalam kitab Tafsir Al-Qur’anul ‘Adzim karya Ibnu Katsir, diberitahukan 
bahwasannya para ulama telah berpendapat mengenai sebab turunnya ayat ini 
yaitu berkaitan dengan beberapa orang dari kaum Anshar, meskipun hukumnya 
berlaku untuk umum[32]. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, 
bahwasannya ia menceritakan terdapat wanita yang mengalami kesulitan untuk 
memiliki seorang anak. Setelah itu, Wanita tersebut berjanji pada dirinya sendiri 
bahwa jika anaknya hidup maka ia akan membuat anaknya memeluk agama 
Yahudi. Kemudian disaat Bani Nadhir telah diusir, terdapat beberapa orang 
diantara mereka yang bergolongan Anshar berkata, “Kami tidak mendakwahi 
anak-anak kami”. Kemudian turunlah ayat (Lā ikrāha fid-dīn, qat tabayyanar-

rusydu minal-gayy)[33, p. 515]. 
QS. Al-Baqaqarah ayat 256 memiliki munasabah dengan QS. Yunus ayat 

99-100. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 telah dinyatakan bahwasannya tidak 
ada pakasaan dalam menganut agama (Islam). Hal tersebut disebabkan karena 
Allah SWT menghendaki tiap-tiap orang untuk mersakan kedamian khusunya 
pada bathinnya, sehingga tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. 
Kemudian dalam surat Yunus ayat 99-100, telah dinyatakan bahwasannya setiap 
orang mempunyai kebebasan dalam memilih apakah ia akan beriman atau tidak. 
Kebebasan tersebut merupakan anugerah dari Allah SWT bukan berasal dari 
kekuatan manusia. Pada surat Yunus ayat 99 dinyatakan bahwasannya jika Allah 
menghendaki agar setiap orang beriman maka pasti setiap orang akan beriman, 
Allah akan mencabut kemampuan manusia dalam memilih, yang kemudian 
manusia akan diisi dengana hal-hal yang positif saja[34], akan tetapi hal tersebut 
tidak dikehendaki oleh Allah karena tujuan dari diciptakannya manusia dan 
kebebasan itu semata-mata untuk menguji manusia dan Allah telah memberikan 
akal kepada manusia salah satunya berfungsi untuk digunakan dalam 

memilih[35, p. 159]. 

Kemudian surat Al-Baqarah ayat 256 memiliki korelasi dengan surat Al-
Kafirun ayat 1-6, dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dinyatakan bahwasannya 
tidak ada paksaan dalam memeluk agama, maka setiap orang melaksanakan 
ibadah sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing. Dalam menjalankan 
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ibadah sesuai dengan agama masing-masing maka perlu adanya sikap atau 
prinsip-prinsip toleransi sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Kafrun 
ayat 1-6[36]. Dalam tafsir Al-Qur’anul ‘Adzim karya Ibnu Katsir telah disebutkan 
bahwasannya QS. Al-Baqarah ayat 256 ini menunujukkan tidak 
diperbolehkannya untuk memaksa seseorang memeluk agama Islam, karena 
hanya Allah SWT yang dapat memberikan pencerahan dan membuka serta 
membimbing hatinya untuk memeluk Islam dengan kesadaran penuh. 
Kemudian apabila Alah telah menutup hatinya beserta pendengarannya tidak 

ada gunanya untuk memaksa ia memeluk Islam[33].  

Kemudian dalam tafsir al-Maraghi karya Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan 
bahwasannya surat Al-Baqarah ayat 256 memberitahukan untuk tidak perlu 
memaksa seseorang memeluk agama Islam, karena dalil dan bukti kebenaran 
agama Islam itu sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu memaksa seseorang 
untuk masuk Islam. Karena iman itu harus didasarkan dengan kesadaran, 
kerelaan, dan hujah, sehingga tidak berguna jika melalui paksaan ataupun 

kekerasan[31]. 

Dari penjelasan di atas maka terlihat jelas bahwa Islam memberikan hak 
kebebasan dalam berkeyakinan, tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk 
memeluk agama Islam[37]. Karena keimanan harus berdasarkan pada 
kesadaran, keridhoan, dan hujah, sehingga tidak perlu adanya paksaan apalagi 
kekerasan, karena bukti kebenaran agama Islam dan dalilnya pun sudah sangat 
jelas. 

Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa) 

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, sehingga tidak 
diperbolehkannya untuk merenggut nyawa seseorang tanpa alasan syari’ah.  
Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 32: 

نَّهُۥ مَن قَتَلَ 
َ
َٰ بنَِِٓ إسََِٰۡٓءيِلَ أ َٰلكَِ كَتَبۡناَ عََلَ جۡلِ ذَ

َ
نَّمَا قَتلََ  منِۡ أ

َ
رۡضِ فكََأ

َ
وۡ فَسَادٖ فِِ ٱلۡۡ

َ
ا بغَِيِۡ نَفۡسٍ أ نَفۡسَۢ

ْۚ وَلقََدۡ جَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلُنَا بٱِلَۡۡي نََِٰتِ  حۡياَ ٱلنَّاسَ جََِيعٗا
َ
مَآ أ نَّ

َ
حۡيَاهَا فكََأ

َ
ِنۡهُم ٱلنَّاسَ جََِيعٗا وَمَنۡ أ ثُمَّ إنَِّ كَثيِٗا م 

رۡضِ 
َ
َٰلكَِ فِِ ٱلۡۡ  لمَُسۡۡفُِونَ بَعۡدَ ذَ
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32.  Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang 
membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau 
karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua 
manusia.211) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan 
telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah 



Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an… 

 

277                                                                                    Bulletin of Islamic Research, Vol 2, No 2, 2024 

datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, 
sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. 

Menurut Ibnu Katsir asababun nuzul ayat di atas ialah saat sekelompok 
orang dari ‘Ukl hendak menuju kepada Rasulullah untuk berbai’at memeluk 
agama Islam. Akan tetapi disaat mereka sampai di Madinah mereka tertimpa 
sakit disebabkan tidak cocok dengan kondisi cuaca di Madinah[38]. Hingga pada 
saat itu Rasulullah bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak pergi 
bersama pengembala unta,yang mana mereka dapat meminum air kencing dan 
susu unta tersebut.  Kemudian mereka pergi dengan pengembala unta dan 
meminum air beserta susu unta tersebut. Akhirnya mereka sembuh dari 
penyakitnya. Akan tetapi setelah mereka sembuh, mereka membunuh 
pengembala unta tersebut. Setelah itu sekelompok tersebut dihadapkan pada 
Rasulullah, yang akhirnya dipotonglah tangannya dan dicongkel matanya[39, p. 
48]. 

Ayat diatas memiliki korelasi dengan Surat Al-a’raf ayat 24 yang 
menerangkan tentang hak hidup dan menjaga kehidupan baik individu atau 
suatu kelompok. Pada surat Al-Maidah ayat 32 dinyatakan dengan tegas 
mengenai larangan membunuh manusia (tanpa alasan syari’ah), kemudian pada 
ayat tersebut dinyatakan apabila seseorang membunuh manusia tanpa ada 
alasan syari’ah maka seolah-olah ia telah membunuh semua manusia, kemudian 
sebaliknya apabila seseorang menjaga kehidupan manusia maka ia seolah-olah 
menjaga kehidupan seluruh manusia[40]. Oleh sebab itu, Allah SWT menjadikan 
manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk mengurus serta merawat bumi 
beserta isinya hingga waktu yang ditentukan sebagaimana dalam surat Al-A’raf 
ayat 24. Dan pada surat Al-A’raf ayat 24 terdapat partikel lam li al tamlik yang 
mana menurut teori abd Mu’in menunjukan kepemilikan yang merujuk pada 
hak-hak asasi, dan dalam surat Al-a’raf ayat 24 itu merujuk pada hak hidup 
manusia[36]. 

Menurut Mustafa Al-Maraghi Ayat diatas menunjukkan pada larangan 
Tindakan pembunuhan seperti yang telah dilakukan oleh Qabil dahulu kepada 
Habil. Yang mana ayat tersebut menjadi dasar larangan membunuh kepada bani 
Israil. Dan juga pada ayat tersebut dijelaskan mengenai larangan untuk berbuat 
kerusakan di muka bumi yang dapat menimbulkan kematian[41]. Dosa dari 
prilaku tersebut sangatlah besar hingga disamakan dengan telah membunuh 
semua manusia. Kemudian barang siapa yang menyelamatkan jiwa manusia dari 
suatu pembunuhan maka seolah-olah ia telah menyelamatkan jiwa seluruh 
manusia. Pelarangan membunuh manusia adalah untuk menjaga hak hidup 
manusia, karena jiwa merupakan ciptaan harus dihormati dan dijunjung 
tinggi[39]. 
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Kemudian hadis diperintahkannya untuk menjaga jiwa itu adalah 
“Barang siapa turun dari gunung dan kemudian ia membunuh dirinya maka akan masuk 
neraka Jahannam, ia akan turun di neraka dalam keadaan abadi selamanya.” (HR. 
Bukhari)[39]. 

Dari pernyataan di atas maka hak hidup merupakan hak asasi manusia 
yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, sebagaimana yang tercantum 
pada surat Al-Maidah ayat 32 mengenai larangan membunuh dan perintah 
menjaga jiwa seseorang, dan pada surat Al-A’raf ayat 24 mengenai hak hidup 
yang diberikan oleh Tuhan hingga waktu yang ditentukan. 

Hifz al- ‘Aql (Menjaga Akal) 

Peran akal sangat penting bagi manusia dalam menjalani hidup, sehingga 
dalam hukum Islam setiap manusia diperintahkan untuk menjaga akalnya[42]. 
Akal tersebut harus dilindungi dari hal-hal yang dapat merusak fungsinya, salah 
satunya adalah meminum-minuman keras yang membuatnya mabuk dan 
kehilangan akalnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90: 

يۡطََٰ  نِۡ عَمَلِ ٱلشَّ زۡلََٰمُ رجِۡسر م 
َ
نصَابُ وَٱلۡۡ

َ
يِنَ ءَامَنُوآ  إنَِّمَا ٱلَۡۡمۡرُ وَٱلمَۡيۡسُِۡ وَٱلۡۡ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ نِ فٱَجۡتَنبُِوهُ لَعَلَّكُمۡ يَ

 تُفۡلحُِونَ 
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90.  Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan 
keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar 
kamu beruntung. 

Dalam tafsir Jalalain karya imam Jalaludin as-suyuthi dan Jalaludin al-
Mahally disebutkan mengenai sebab turunnya ayat di atas, dari Imam Nasa’i dan 
Imam Baihaqi telah meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata 
bahwasannya ayat yang mengharamkan khamar itu turun berkaitan dengan 
kejadian pada dua kabilah dari golongan kaum Ansar yang suka minum 
khamar[43]. Suatu ketika mereka meminum khamar hingga mabuk, dan pada 
saat mereka hilang kesadaran di antara mereka ada yang mempermainkan 
sebagian yang lain. Kemudian ketika mereka sudah sadar dari mabuknya, 
diantara mereka melihat terdapat bekas-bekas di wajah, janggut, kepala mereka. 
Setelah itu mereka saling menyalahkan padahal mereka bersaudara yang 
sebelumnya tidak ada permusuhan diantara mereka, kemudian timbulah rasa 
rasa dengki diantara mereka. Kemudian turunlah ayat (yâ ayyuhalladzîna âmanû 

innamal-khamru....)[44, p. 504]. Pada ayat selanjutnya yaitu surat al-Maidah ayat 
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91 dijelaskan mengenai alasan dilarangnya minum khamar, yaitu dengan dua 
alasan. Alasan pertama adalah karena perbuatan tersebut dapat memicu 
timbulnya permusuhan dan juga kebencian diantara sesama manusia[45], 
sebagaimana yang setan inginkan. Alasan yang kedua yaitu dapat menimbulkan 
kelalaian dalam mengingat Allah7. 

Dalam tafsir kemenag ayat diatas menjelaskan tentang dilarangannya 
perbuatan mabuk, judi, kurban untuk berhala, sesajen karena perbuatan-
perbuatan tersebut bertentangan dengan akal sehat serta dapat menimbulkan 
dampak buruk kepada kehidupannya sendiri ataupun kehidupan orang lain[46]. 
Menurut para mufasir seperti Ash-Shabuni, al-Qurthubi dan al-Thabari 
menyatakan bahwasannya khamar memiliki dasar kata ghata yang berarti 
menutupi. Adapun maksudnya yaitu khamar dapat menutupi akal orang yang 
meminumnya. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwasannya orang yang 
meminum khamar akan membahayakan akalnya, tubuhnya, dan kehidupannya 
termasuk agamanya. Dia tidak akan sadar mengenai tindakannya disaat ia 
mabuk, sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan tindakan bunuh diri atau 
bahkan membunuh orang lain[47, p. 4]. 

 

 

Pelarangan meminum khamar ini sesuai dengan pernyataan Nabi SAW 
yaitu: 

ل ُّ
ُ
مْر ُّ مُسْكِر ُّ ك

َ
ل ُّ خ

ُ
مْر ُّ وَك

َ
حَرَامُّ خ  

“Setiap yang memabukan itu khamar, dan semua khamar itu haram”[47]. 
Adapun menurut Jesser Auda konsep hifz al- ‘Aql tidak hanya beracuan 

pada penjagaan akal saja, akan tetapi mengacu pada pengembangan akal pikiran 
pula, sebagai contoh adalah menuntut ilmu pengetahuan, mengembangkan 
pemikiran ilmiah, dan melawan mentalitas taklid[48]. Oleh karena itu setiap 
orang diharuskan untuk mengembangkan pikirannya melalui pendekatan 
rasional dan ilmu pengetahuan[47]. 

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa larangan meminum 
khamar adalah salah bentuk dari perlindungan akal manusia atau hifz al- ‘Aql, 
karena meminum khamar dapat menimbulkan berbagai kekacuan atau 
kerusakan, baik itu untuk pribadi ataupun orang lain.  

 

 
7 [46] 322 
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Hifz al-Mal (Menjaga Harta) 

Harta yang dimiliki oleh manusia dalam Islam itu posisinya sebagai 
titipan dari Allah SWT, yang mana harta yang dimiliki di dunia itu bersifat tidak 
abadi. Dalam Islam, cara perolehan atau kepemilikan harta harus sesuai pada 
tuntunan syariah. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 188: 

مۡ 
َ
نِۡ أ كُلُوا  فَريِقٗا م 

ۡ
مِ لَِِأ َٰلَكُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبََٰطِلِ وَتدُۡلوُا  بهَِآ إلََِ ٱلُۡۡكََّّ مۡوَ

َ
كُلُوآ  أ

ۡ
ثۡمِ وَلََ تأَ َٰلِ ٱلنَّاسِ بٱِلِۡۡ وَ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ 
َ
 وَأ
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188.  Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar 
kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu 
mengetahui. 

Ayat di atas turun berkaitan dengan peristiwa perselisihan Imri’il Qais 
dan Ibnu Asywa al-Hrami, yang mana tidak adanya bukti yang cukup mengenai 
kepemilikan harta. Kemudian Imri’il Qais sebagai pihakyang dituduh 
diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersumpah. Kemudian saat hendak ia 
bersumpah turunlah ayat (Wala ta'kuluu amwalakum baynakum bilbatili...)[46]. 

Ayat di atas memiliki korelasi dengan surat An-Nisa ayat 29 yang mana 
kedua ayat tersebut membahas hak untuk memperoleh harta. Dalam kedua ayat 
tersebut dijelaskan mengenai larangan untuk mendapatkan harta dengan cara 
yang batil, karena terdapat peristiwa-peristiwa yang mana dalam pemerolehan 
harta itu melanggar HAM[36]. Menurut tafsir Kemenag bagian pertama pada 
surat Al-Baqarah ayat 188 adalah pelarangan memakan harta dengan cara yang 
tidak sah, kemudian Allah SWT juga melarang untuk tindakan suap menyuap 
kepada hakim atau saksi palsu[46]. 

Dalam Tafsir al-Maraghi, Ahmad Mustafa al-Maraghi mengatakan bahwa 
makna "ُِّبَاطِل

ْ
 pada ayat tersebut berarti sia-sia dan membuat kerugian. Ini "بِال

berarti dalam syariah mengambil harta benda tanpa kompensasi yang benar, 
tanpa persetujuan pemilik, atau menghabiskannya dengan cara yang salah dan 
tidak bermanfaat[49]. Termasuk dalam kategori ini adalah tindakan yang batil, 
seperti perjudian, penipuan, riba, dan penipuan harga. Juga termasuk 
menghabiskan uang di tempat yang tidak masuk akal atau haram[36]. 

Menurut Ibnu Taimiah hifz al-mal terbagi pada 3 tujuan penting yaitu 
dalam ketetapan syari’at seperti kegiatan transaksi mu’amalah yang 
diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarang dan dipenuhi rukun beserta 
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syaratnya[50]. Kemudian penegakan keadilan dalam ekonomi syari’at seperti 
pencegahan kepada tindakan zalim kepada hak manusia, terdapat dua macam 
tindakan zalim tersebut yaitu pertama tindakan yang membuat pemilik hak 
tudak ridho seperti membunuh, mencuri, dan merampas. Yang kedua adalah 
tindakan yang diridhoi oleh yang memiliki hak tersebut seperti berjudi dan riba.  
Dan terakhir adalah penegasan syari’at yaitu kewajiban dalam penegakan 
hukum bagi perampok atau pencuri.pelaksanaan hukum jinayah kepada mereka 
yang mengambil harta yang tidak sah adalah contoh upaya dalam menjaga harta 
atau hifz al-Mal[51]. 

Dari penjelasan di atas, maka kita tidak diperkenankan memakan atau 
memiliki harta dengan cara yang bertentangan dengan ajaran agama. Akibatnya, 
memiliki harta dalam Islam harus sesuai dengan ajaran agama agar tercipta 
kebaikan dalam hidup. 

Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan) 

Dalam hukum Islam, menjaga keturunan memiliki nilai yang sangat 
penting. Oleh karena itu, Islam menjamin pemeliharaan keturunan yang sah 
sesuai ajaran Islam melalui pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh 

keturunan. Selain itu, Islam melarang perbuatan zina,[52, pp. 64–65] 

sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra ayat 32: 

َٰحِشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِلٗ  ٰۖٓ إنَِّهُۥ كََنَ فَ ِنََٰٓ  ٱلز 
 وَلََ تَقۡرَبُوا 
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32.  Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji 
dan jalan terburuk. 

QS. Al-Isra ayat 32 memiliki hubungan erat dengan ayat berikutnya yang 
melarang pembunuhan anak. Jika dikaitkan antara zina dan pembunuhan anak, 
kita dilarang mendekati zina karena seringkali setelah berzina, wanita akan 
hamil dan kedua orang tua akan merasa putus asa[53]. Dari keputusasaan ini 
bisa timbul tindakan kriminal yang menyebabkan anak dibunuh bahkan saat 

masih dalam kandungan[21]. 

Al-Qaffal menyatakan bahwa "jangan dekati" dan "jangan lakukan" 
memiliki arti yang berbeda. Larangan "jangan dekati" berada di tingkat yang 
lebih tinggi karena tidak hanya dilarang untuk mendekati, tetapi juga dilarang 
untuk melakukannya. Dalam larangan ini, Allah menggunakan ungkapan yang 
indah untuk membuat manusia benar-benar menghindari zina[54]. Oleh karena 
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itu, Allah tidak mengatakan "Jangan melakukan zina", tetapi hanya "Jangan 

mendekati zina", yang berarti bahkan mendekatinya dilarang[21]. 

Rasulullah memberi tahu seorang pemuda bahwa zina adalah perbuatan 
yang sangat buruk. Bayangkan jika seseorang yang dizinahi adalah anggota 
keluarga kita, seperti saudara, ibu, atau anak. Kita pasti akan sangat membenci 
perbuatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kita juga akan membenci zina jika 
terjadi pada anggota keluarga kita. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa zina 
merugikan selain diri kita sendiri. "Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan 
hatinya, dan jagalah kemaluannya," doa Rasulullah saw saat meletakkan 
tangannya pada pemuda itu. (Dari Ahmad). Pemuda tersebut kemudian berhenti 

melakukan perbuatan keji tersebut[21]. 

Dalam kitab Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, 
dijelaskan bahwa larangan mendekati zina merupakan perintah Allah SWT 
kepada semua hamba-Nya. Larangan ini mencakup segala hal yang dapat 
mendorong dan menjadi penyebab terjadinya perbuatan perzinaan. Larangan 
tersebut bukan hanya sebagai ungkapan, tetapi juga sebagai penegasan bahwa 
zina adalah perbuatan yang buruk[55]. Alasan larangan mendekati zina 
disampaikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Al-Maraghi juga menjelaskan 

bahwa kata " َٰحِشَةٗ     فَ " dalam ayat 32 dari Surat Al-Isra memiliki makna perbuatan 

yang jelas keburukannya, yang juga dapat diinterpretasikan sebagai perbuatan 

buruk yang dapat menimbulkan banyak kerusakan[36]. 

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa larangan mendekati zina 
bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan zina karena dapat merusak 
keturunan dan menyebabkan konflik serta pertikaian yang melibatkan 
kehormatan. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga dan 
memelihara keturunan sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan. 

Kesimpulan 

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang secara signifikan di 
Barat sejak zaman kuno, dengan tonggak utama seperti Magna Charta, Bill of 
Rights, dan Deklarasi Kemerdekaan di Amerika Serikat dan Perancis. 
Perkembangan ini mencapai puncaknya dengan disahkannya Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948. Sementara itu, 
pandangan Islam terhadap HAM juga sangat kuat dan menyeluruh. Islam 
mengakui HAM sebagai hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir 
hingga wafat, bukan karena pemberian masyarakat tetapi sebagai bagian dari 
kodrat kemanusiaan. Konsep HAM dalam Islam bersandar pada prinsip 
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Teosentris, dengan semua hak terikat pada kehendak Tuhan, yang berbeda 
dengan pendekatan individualistik atau kolektif di dunia Barat. 

Meskipun terdapat perdebatan tentang implementasi HAM dalam 
konteks modern, Islam menegaskan pentingnya menghormati dan menghargai 
sesama manusia dengan menjaga lima hak asasi manusia: kebebasan, hidup, 
persamaan derajat, perlindungan harta, dan keadilan. Pendekatan yang muncul 
dalam menghadapi perdebatan ini antara lain penolakan total, penerimaan total, 
dan penerimaan sebagian dengan penolakan sebagian, yang mencoba 
menyeimbangkan antara ketaatan terhadap ajaran agama dan menghormati 
hukum sekuler. Dengan demikian, bahwa Islam mengajarkan perlindungan dan 
penghormatan terhadap HAM sebagai bagian integral dari ajarannya, dengan 
tujuan memelihara kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dalam konteks 
implementasi HAM dalam syariat Islam, mungkin terjadi perbedaan karena 
perbedaan dalam konsep hukuman dan pemahaman tentang kebebasan, tetapi 
ayat-ayat Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana 
manusia seharusnya bersikap satu sama lain, memelihara martabat dan 
kesejahteraan manusia secara menyeluruh. 
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